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BERITA  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 

 
NOMOR :  10                                 2020                                    SERI :  E           

 

PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
NOMOR 10 TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI 

 NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALI KOTA BEKASI, 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa untuk lebih mewujudkan pelaksanaan 
penyebarluasan informasi yang baik dan terarah di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, maka 
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2019 
tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi 
dipandang perlu untuk ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan  Wali Kota 
Bekasi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan 
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di 
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 

 
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 

Pembentukkan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5149); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 131); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 
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Memperhatikan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 157); 

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 
Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 
Nomor 2 Seri D). 

Berita Acara Nomor 488/021.1-SETDA.Hum tanggal 16 
Januari 2020 tentang Pembahasan Penyusunan Peraturan 
Wali Kota Bekasi tentang Perubahan Atas  Peraturan Wali 
Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan 
Informasi Penyelenggaran Pemerintahan di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bekasi. 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN 
PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 32 TAHUN 
2019 TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA BEKASI. 

 
Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2019 tentang 
Penyabarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 32 
Seri E) diubah sebagai berikut :  
Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 
(1) Informasi yang telah selesai dianalisa oleh Pejabat Kehumasan untuk 

selanjutnya dilakukan Penyebarluasan Informasi. 
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(2) Pejabat Kehumasan melakukan Penyebarluasan Informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan cara: 
a. langsung; 
b. website atau portal Bagian Humas; dan/atau 
c. media massa cetak dan/atau elektronik. 

(3) Penyebarluasan Informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap media massa yang telah 
memenuhi kriteria; 
a. media terdaftar di LPSE Pemerintah Kota Bekasi dan minimal 

terverifikasi administrasi; 
b. penanggung jawab media dan/atau penanggung jawab redaksi harus 

telah mendapatkan kompetensi wartawan utama; 
c. perusahaan media berbadan hukum yang masih berlaku; 
d. memiliki visi misi media dan perusahaan yang jelas; 
e. memiliki struktur dewan redaksi yang aktif; 
f. memiliki NPWP perusahaan dan melampirkan SPT tahun terakhir; 
g. memiliki nomor rekening bank perusahaan yang aktif; 
h. memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang masih berlaku; 
i. aktif melakukan penerbitan media (cetak) dan penyiaran (radio dan 

televisi) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan melampirkan surat 
pernyataan; 

j. untuk media online minimal telah diakses sebanyak 60.000 (enam 
puluh ribu) pembaca dalam 1 (satu) bulan. 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
 

Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 29 Januari 2020 
 

WALI KOTA BEKASI, 
         Ttd/Cap 
RAHMAT EFFENDI 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 29 Januari 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
                   Ttd/Cap  
 
  
            RENY HENDRAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 10 SERI E 


